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BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 

NOMOR  273 / V / TAHUN 2025 
 

TENTANG 

PENETAPAN TIM TEKNIS PENDAMPINGAN PAKET                     
KEGIATAN KONSTRUKSI ANGGARAN DANA  ALOKASI UMUM             

LINGKUP DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 

 

Menimbang   : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Paket 

Kegiatan Konstruksi Dana Alokasi Umum Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, perlu 

menetapkan Tim Teknis untuk Pendampingan Paket 

Kegiatan Konstruksi Anggaran Dana Alokasi Umum;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati; 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801);  

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856);  

4. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang 

Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi 

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 7077);  

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020      

Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabuoaten 

Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023      

Nomor 129);  

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Nomor 6 Tahun  2024 tentang Anggaran dan 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 

Nomor 136); 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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7. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 13    

Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun        

Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar Tahun 2025 Nomor 862); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  

KESATU  : Menunjuk Tim Teknis untuk Pendampingan Paket 

Kegiatan Konstruksi Anggaran Dana Alokasi Umum  

Lingkup Dinas Pendidikan, Pemudan dan Olahraga 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA  : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU 

mempunyai tugas sebagai berikut: 

1. memberikan masukan terhadap spesifikasi teknis 

sebelum ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen; 

2. memberikan masukan terhadap referensi harga yang 

disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen; 

3. memberikan masukan kepada Pejabat Pembuat 

Komitmen dalam penyusunan rancangan kontrak; 

4. memberikan masukan kepada Pejabat Pembuat 

Komitmen dalam tahapan evaluasi dokumen penawaran 

calon penyedia; 

5. memberikan masukan kepada Pejabat Pembuat 

Komitmen dalam tahapan rapat persiapan penunjukan 

calon Penyedia; 

6. memberikan masukan kepada Pejabat Pembuat 

Komitmen dalam tahapan rapat persiapan pelaksanaan 

kontrak; 

7. membantu menilai bobot fisik pekerjaan            

penyedia untuk proses pencairan oleh pihak penyedia 

jasa; dan 

8. mendampingi Pejabat Pembuat Komitmen pada saat 

pemeriksaan hasil pekerjaan. 

 

 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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KETIGA      :  Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 

Anggaran 2025. 

KEEMPAT  : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang 

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan 

penuh tanggung jawab. 

KELIMA  : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

 

   Ditetapkan di Benteng 
   pada tanggal 16 Mei 2025  

 
    BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 

 
                                                          
                                                                              ^ 

 
 

        MUHAMMAD NATSIR ALI 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code


